BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR  TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu
mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang dalam
Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomorl3 Tahunl950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangbersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik



Menetapkan
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 1129);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Batang.

Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Batang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya  disebut  Dispermades adalah  Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Batang.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
daerah.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yangditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa
yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Desa tersebut.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
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Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan
diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya
dihitung berdasarkan persentasetertentu dari anggaran
Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara
nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis
Desa setiap Kabupaten.

Pemberdayaan Masyarakat Desa  adalah  upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah
adalah berdasarkan data dari kementerian atau lembaga
yang membidangi.

Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga
prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi dan komunikasi.

Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh
Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan
ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang
disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis
digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan
menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB
Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa yang memuat kerangka ekonomi
Desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
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pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja
Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan,penganggaran,penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat
BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta, benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala
penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang
terjadi secara global di seluruh dunia.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata,
Desa peduli lingkungan, Desa peduli lingkungan, Desa
peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional
yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas
pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan
provinsi.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi.
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BAB II
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten

Pasal 2
Pmk 222/20 ps 6

Berdasarkan penganggaran Dana Desa Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian
Dana Desa setiap Daerah kabupaten.

Rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pagu Alokasi Dasar sebagamana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima perseratus)
kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dihitung sebesar 1% (satu perseratus) dari
anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai
jumlah penduduk miskin tinggi.

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dihitung sebesar 3% (tiga perseratus) dari anggaran
Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10%
(sepuluh perseratus) dari jumlah Desa nasional yang
memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), berdasarkan indikator penilaian:

a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima
Alokasi Afirmasi; dan

b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:

1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%
(dua puluh perseratus);

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua
puluh perseratus);

3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%
(dua puluh lima perseratus); dan

4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot
35% (tiga puluh lima perseratus).



(8) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu perseratus)
dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah
penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:

a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;

b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;

c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan
geografis.

(9) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari data
indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa.

(10) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan
ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.

(11) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan
Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada
desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh)
berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.

(12) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masing-masing
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK
Daerah kabupaten.

(13) Data jumlah Desa, data indeks Desa membangun, dan data
jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), ayat (9), dan ayat (10) disampaikan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
paling lambat bulan September.

(14) Dalam hal data jumlah Desa, data indeks desa membangun,
dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) tidak disampaikan
sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (13), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten dapat menggunakan:

a. data tahun sebelumnya;

b. rata-rata Data Desa dalam satu kecamatan dimana
Desa tersebut berada; dan/atau

c. data hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga
yang berwenang.



(15) Data tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data

tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
disebabkan adanya penyampaian data yang melewati batas
waktu, pemekaran Desa, penggabungan Desa,
ketidakwajaran data dibandingkan data sejenis tahun
sebelumnya, dan/atau data yang tidak terisi.

(16) Hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga

(1)

3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c dilakukan
melalui rekonsiliasi data dengan kementerian/lembaga dan
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 3
Pmk 222/20 ps 8

Hasil penghitungan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disampaikan dalam
pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-
Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi
Dana Desa setiap Daerah kabupaten.

Berdasarkan alokasi Dana Desa menurut Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa
menurut Daerah Kabupaten melalui portal (website)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Alokasi Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam peraturan
Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 4
Pmk 222/20 ps 9

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan
menggunakan rumus:

DD Kab = AD Kab + AA Kab + AK Kab + AF Kab

Keterangan:

DD Kab = Dana Desa setiap Daerah kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten

AA Kab = Alokasi Afirmasi setia Daerah kabupaten

AK Kab = Aloksi Kinerja setiap Daerah kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten



(1)
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Pasal 5
Pmk 222/20 ps 10

Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan cara
menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di Daerah
kabupaten.

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasadihitung dengan cara membagi
pagu Alokasi Dasar sebagaimana dirkan klaster jumlah
penduduk sebagaimana diamaksud dalam Pasal Pasal 2
ayat (8) dengan ketentuan:

a. Rp481.573.000,00 (empat ratus dlapan puluh satu juta
lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus)
jiwa;

b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus
satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah penduduk sampai dengan. 1.001 (seribu
satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta
lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah penduduk sampai dengan 5.001 (lima
ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus
tujuh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 6

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Kab = (AA DST x DST Kab) + (AA DT x DT Kab)

Keterangan:

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten

AA DST = Besaran Alokasi Afirmasi untuk desa sangat
tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

DST Kab = Jumlah Desa sangat tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di
Daerah Kabupaten

AA DT = Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa
tertinggal yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi
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@)

3)

(4)

(2)

DT Kab = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah
kabupaten

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali
Alokasi Afirmasi setiap Desa.

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2
(dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

AA Desa = (0,01 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}
Keterangan:
AA Desa Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST Jumlah Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi
Pasal 7
Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AK Kab = Jumlah Desa AK x AK Desa
Keterangan:
AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah

kabupaten

Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja
setiap kabupaten

Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

Jumlah Desa AK

AK Desa

Desa penerima Alokasi Kinerja setiap kabupaten
sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:

a. Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa antara O (nol)
sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima
Alokasi Kinerja 11% (sebelas perseratus) dari jumlah
Desa;

b. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa antara 101
(seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa,
Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh
perseratus) dari jumlah Desa; dan

c. Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400
(empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja
adalah sebanyak 9% (sembilan perseratus) dari jumlah
Desa.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja
terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

Skor Kinerja = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) +
(0,35 x Y4)}

Keterangan:

Skor Kinerja = Skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dinilai dari:

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total
pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh
perseratusj; dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan
terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot
50% (lima puluh perseratus).

Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dinilai dari:

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap
total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima
perseratus); dan

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima
perseratus).

Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dinilai dari:

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan
bobot 50% (lima puluh perseratus); dan

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot
50% (lima puluh perseratus).

Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dinilai dari:

a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot
30% (tiga puluh perseratus};

b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan
bobot 30%(tiga puluh perseratus);

c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan
bobot 10% (sepuluh perseratus); dan

d. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot
30% (tiga puluh perseratus)

12



(8)

)

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung dengan rumus:

AK Desa = (0,03 x DD) / (0,1 x Jumlah Desa)
Keterangan:
AK Desa Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

(10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

(1)

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 8

Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d

dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Kab = {(0,10 x Y1) + (0,40 x Y2) + (0,20 x Y3) +
(0,30 x Y4)} x (0,31 x DD)

Keterangan:

AF Kab

Y1

Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten
rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah
Kabupaten terhadap total penduduk Desa
nasional

rasio angka kemiskinan Desa (jumlah

penduduk miskin Desa) setiap Daerah

kabupaten terhadap total penduduk miskin

Desa nasional.

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah
Kabupaten terhadap total luas wilayah Desa
nasional

Y4 = rasio IKK Daerah Kabupaten terhadap total

IKK Daerah Kabupaten yang memiliki Desa.

Y2

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Dana Desa

Pasal 9
mulok

Bupati menetapkan besaran Dana Desa tahun 2021 sebesar
195.721.522.000,- (seratus sembilan puluh lima milyar
tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua
rupiah) untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

Bagian Ketiga
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 10
Pmk 222/20 ps 14

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau ayat (4),
Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap
Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:

Alokasi Dasar setiap Desa;
Alokasi Afirmasi setiap Desa;
Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
Alokasi Formula setiap Desa.

oo

Pasal 11
Pmk 222/20 ps 15

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) hurufa ditentukan berdasarkan
klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan
besaren Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster
jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada bupati.

Pasal 12
Pmk 222/20 ps 16

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4).

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai
daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati.
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(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 13
Pmk 222/20 ps 17

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dihitung sesuai dengan
ketentuan Pasal 7 ayat (8).

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja
terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai
daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 14
Pmk 222/20 ps 18

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dihitung dengan

bobot:

a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;

b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan,

c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan
geografis.

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan

rumus:

AF Desa = {(0,10xZl) + (0,40xZ2) + (0,20xZ3) + (0,30 x Z4)} x

AF Kab/Kota

Keterangan:

e AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

e Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Daerah kabupaten

e Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa Daerah
kabupaten/kota

e Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa Daerah kabupaten/kota

e Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah
kabupaten/kota

e AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah
kabupaten/kota

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing masing
ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG
Desa.

IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber
dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik.

15



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

@)

Pasal 15
Pmk 222 /20 ps 19

Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa sebagaimana diamksud dalam Pasal 10
ditetapkan dengan peraturan bupati.

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, paling sedikit
memuat:

a. jumlah Desa;

b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap
Desa;

penetapan rincian Dana Desa;

mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;

prioritas penggunaan Dana Desa;

penyusunan dan penyampaian laporan realisasi
penggunaan Dana Desa; dan

g. sanksi administratif.

o Qo

Bupati menyampaikan peraturan bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan kepala Desa.

Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilampiri dengan kertas kerja perhitungan Dana Desa setiap
Desa dan daftar RKD.

Peraturan bupatai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada kepala KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank
umum yang terdasftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time
‘Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), bupati menyampaikan perubahan RKD
kepada kepala KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan
Dana Desa.

Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai

pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem

perbendaharaan dan anggaran Negara.
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(1)
(2)

(3)

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 16
Pmk 222/20 ps 23

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah
Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.

RKD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini. '

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima
paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulan kelima;

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk

BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa BLT Desa bulan keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan
Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-
masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
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(6)

(7)

(1)

1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan
paling cepat akhir bulan November bulan kedua
belas.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2
(dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketujuh paling cepat bulan Jnuari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulanketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Daa Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas,
serta paling cepat akhir bulan November untuk
bulan kedua belas.

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan
setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
Indeks Desa.

Pasal 17
Pmk 222/20 ps 24

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati
secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
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(2)

tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara dan pembagian
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (5) huruf b anga 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
perseratus) dan rata-rata capaian Kkeluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh
lima persratus) dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan;

3. peraturan Kkepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah
dan Kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh
kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (5) huruf ¢ angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puuh lima perseratus) dari Dana
Desa tahap Il yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan
ketentuan:

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

19



(3)

(4)

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (5) huruf b angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
perseratus) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh
lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan:

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya,

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah
dan Kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh
kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Angggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun
Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan
berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf b juga
ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan
bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
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Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan
tahap I pertama kali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7} belum memenuhi kebutuhan input data, bupati
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati,
atau pejabat yang ditunjuk.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam
bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik
(hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN).

Pasal 18
Pmk 222/20 ps 25

Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan
ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
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(3)

(4)

(6)

(7)

(©)

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan
setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b
angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf c
angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua
belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.

Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN).

Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh
dari realisasi jumlahn keluarga penerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLD
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana
dimkasud dalam pasal 16 ayat (5) tanpa dikurangi
kebutuhan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan
kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Paling lambat tanggal 31 Desember.

Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai
dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan
setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
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Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari dari jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan
kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana
Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa
setiap bulan.

Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3), dan ayat (5).

Pasal 19
Pmk 222/20 ps 26

Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri,
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5)
huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan
setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b
angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah
bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya.

Perckaman sebagaimana pada ayat (1 dan ayat (2)
dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring sistem
Perbendaharan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Perekaman sebagimana dimaksud pada ayat (3) untuk
perekaman realisasi penerima manfaat bulan kedua belas
untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling
lambat tanggal 31 Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana
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(1)

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tanpa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLD Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b
angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan
kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring
sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
paling lambat tanggal 31 Desember.

Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan
bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa
berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih
besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua
belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 20
Pmk 222/20 ps 27+mulok

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran Dana Desa, Kepala desa menyampaikan
dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:

1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan
kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

a. Peraturan Desa tentang APBDes yang telah
dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan
dalam Lembaran Desa;

b. rencana dana pengeluaran Dana Desa tahap I,

tahap II dan tahap III;

rincian RAB masing-masing kegiatan;

fotokopi Rekening Kas Desa,;

e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan
Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai cukup;

f. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana
Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala
Desa bermaterai cukup; dan

g. kwitansi bermaterai cukup.

oo
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. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan

membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan
yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala
DISPERMADES.

. Kepala DISPERMADES membuat membuat Surat

Pengantar Permohonan Pencairan ditujukan kepada
Bupati melaui Kepala BPKPAD.

Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

b. Tahap II berupa:

1.

Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan

kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dilampiri
foto semua kegiatan fisik;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%
(tiga puluh lima perseratus);

c. peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

e. rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I,

tahap II dan tahap HI;

rincian RAB masing-masing kegiatan;

fotokopi Rekening Kas Desa,

surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana

Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala

Desa bermaterai cukup;

kwitansi bermaterai cukup; dan

5o

j. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana

Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala
Desa bermaterai cukup.

Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan
membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan
yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala
DISPERMADES.

Kepala DISPERMADES membuat Surat Pengantar
Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati
melaui Kepala BPKPAD.
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(3)

4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa setiap minggu.

c. Tahap III berupa:

1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan
kepada Bupati melaui Camat, dengan melampirkan:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
90% (Sembilan puluh perseratus) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dilampiri foto semua kegiatan;

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya;

C. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana
Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala
Desa bermaterai cukup;

d. kwitansi bermaterai cukup;

€. rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I,

tahap II dan tahap III;

rincian RAB masing-masing kegiatan;

fotokopi Rekening Kas Desa;

surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana
Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala
Desa bermaterai cukup;

-

500

2. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan
membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan
yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala
DISPERMADES.

3. Kepala DISPERMADES membuat membuat Surat
Pengantar Permohonan Pencairan ditujukan kepada
Bupati melaui Kepala BPKPAD.

4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa setiap minggu.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun
Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapatcalon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan angka 3 serta huruf ¢ angka 2 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan.
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Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara
pengadaan, dan capaian keluaran.

Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap
minggu.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa

menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati
untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 21
Pmk 222/20 ps 28

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap [ untuk
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
kepala Desa memenuhi ketentuan:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku
selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana
Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Kepala
DISPERMADES; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan kelima masing-masing bulan disalurkan stelah
kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
Kepala DISPERMADES.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) masing-masing bulan
disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Kepala DISPERMADES;

Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan
kesebeas sampai dengan bulan kedua belas sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) masing-masing bulan
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disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realiasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Kepala DISPERMADES;

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan kedua belas kepada Kepala
DISPERMADES paling lambat minggu ketiaga bulan
Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimasud
pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperolah
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa
megenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b
anga 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan
kepala Desa dimaksud kepada Kepala DISPERMADES
paling lambat minggu ketiga buln Desember.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 22
Pmk 222/20 ps 29

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa
berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat ( 1) kepala Desa memenubhi:

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku
selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana
Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah
kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
penerima manfaat bulan sebelumnya kepad Kepala
Dispermades.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) untuk masing-masing
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Kepala DISPERMADES.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa
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yang berstatus mandiri kepada Kepala DISPERMADES
paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh
dari realisasi jumlah keluarga peerima manfaat BLT Desa
bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa
mengenai penetapan jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan
peraturan kepala desa dimaksud kepada Kepala
DISPERMADES paling lambat minggu ketiga bulan
Desember.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23
Pmk 222/20 ps 30

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) dan tidak melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalapm Pasal 19 dan Pasal 20
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa
tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten
kepada Desa

Pasal 24
Pmk 222/20 PS 31

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan
Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama
dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah
Membayar penyaluran Dana Desa.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan
menggunakan akun penerimaan nonanggaran.
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

©)

(7)

8)

Pasal 25
Pmk 222/20 PS 32

Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana  hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2).

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar
untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa
menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran
Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati/wali
kota.

Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah
Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
Bupati.

Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat
Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

)

(1)

(2)

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 26
Pmk 222/20 PS 37

Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam
APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN.

Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan
pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pencatatan pendataan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran
Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).

Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil
pemotona Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).

Pasal 27
Pmk 222/20 ps 40

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
Pelaksanaan Kkegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 28

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana
Desa.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
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(3)

(1)
(2)

(3)

)

(6)

(1)
(2)

Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Kementerian teknis terkait.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 29
Pmk 222/20 ps 38
Permendes 13/2020 ps 5

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan
ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
Pemulihan ekonomi sebagaiman dimaksud pada ayat (1),
berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai,
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor
usaha pertanian, dan pengembangan potenSI Desa melalui
Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan sektor prioritas sebagmmana dimasud pada
ayat berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata,
usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan,
ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas
kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa BLT Des menjadi prioritas utama dalam
penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka
menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

Penggunaan Dana Desa sebgaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas
penggunaan Dana Desa.

Pasal 30
Pmk 222/20 ps 39

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit
memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
Desa bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja,
Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial
Pemerintah lainnya.
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(3)

)

)

(6)

@)

)

(10)

(11)

(12)

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] merupakan petani,
BLD Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian
pupuk.

Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan
dengan peraturan kepala Desa.

Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari
Kementerian Sosial.

Besaran BLT Desa sebagaiman dimksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per
keluarga penerim manfaat.

Pembayaran BLT Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan
Januari.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua samapai
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih
kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan
Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT
Desa sebagaimana dimksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufa
dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa
untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatn
pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana diamksud pada ayat (2), kepala Desa
menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan
Dana Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh
Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(13) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;dan
c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
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Pasal 31
Permendes 13/2020 ps 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional

(2)

3)

(4)

sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian
SDGs Desa:

a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa
berenergi bersih dan terbarukan; dan

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan
usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan
konsumsi dan produksi Desa sadr lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian
SDGs Desa:

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya,
dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai upaya memperluas kemitraan untuk
pembangunan Desa,

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan
ekonomi Desa merata;

c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting
di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan

d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan
perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta
mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya
Desa adaptif.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf
c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa;

a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa
aman COVID-19; dan

b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada
jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan
pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor
strategis nasional yang meliputi:

sarana/prasarana energi;
sarana/prasarana komunikasi;
sarana/prasarana pariwisata;
pencegahan stunting; dan

PO
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5. pengembangan Desa inklusif.

(5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana

(6)

(1)

(2)

(3)

dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

I. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar,
harkat dan martabat manusia; .

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan
kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-
bedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan
terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan local
sebagai pembentuk kesalehan social berdasarkan nilai-
nilai kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan
bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan
manusia; dan

S. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan
kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

Pasal 32

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan.

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini
dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan
generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggunaan
Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan)
tipologi Desa sebagai berikut:

Desa peduli perempuan;
Desa berjejaring; dan
Desa tanggap budaya.

1. Desa tanpa kemiskinan daan kelaparan;
2. Desa ekonomi tumbuh merata;

3. Desa peduli kesehatan;

4. Desa peduli lingkungan;

S. Desa peduli pendidikan;

6.

7.

8.
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(4)

(5)

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk
membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10
(sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan
pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional,
dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

10 (sepuluh) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) adalah:

1) Desa tanpa kemiskinan;

2) Desa tanpa kelaparan;

3) Desa sehat sejahtera;

4) keterlibatan perempuan Desa;

5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;

6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;

7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8) Desa damai berkeadilan;

9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan

10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi
nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:

1.

Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan

meliputi:

a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama;

b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama;

c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

d. pengembangan usaha badan wusaha milik Desa

dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) pengelolaan hutan Desa;

2) pengelolaan hutan adat;

3) pengelolaan air minum;

4) pengelolaan pariwisata Desa;

5) pengolahan ikan (pengasapan, pengaraman, dan
perebusan);

6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking,
jelajah mangrove dan wisata edukasi);

7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan
vegetasi pantai;

8) pelatihan pembenihan ikan;

9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi
produk perikanan; dan

10) pengolahan sampah.
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€.

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan,
pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik
Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

X N

pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

pembangkit listrik tenaga biodisel;

pembangkit listrik tenaga matahari;
pembangkitlistrik tenaga angin;

instalasi biogas;

jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari dari
Perusahaan Listrik Negara); dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan
listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

a.

pembangunan usaha berskala produktif dibidang
pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau
perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

pengembangan jasa serta usaha industri kecil
dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau perdesaan;

. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana

pemasaran produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

pendayagunaan perhutanan sosial;

pendyagunaan teknologi tepat guna yang ramah
lingkungan;

investasi usaha ekonomi produktif yang ramah
lingkungan; dan

kegiatan lainnya yang mewujudkan pengembangan
usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

(7) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas
nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

a.

oo

o

Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan
Desa;

Pendataan pada tingkat rukun tetangga;

Pendataan padatingkat keluarga;

Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
dan

Kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.
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Pemetaan danpotensi sumber daya pembangunan Desa

a.

b.

C.

penyusunan peta potensi dan sumber daya
pembanguan Desa;

pemutakhiran peta potensi dan sumber daya
pembangunan Desa; dan

kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya
pembangunan Desa lainnya yang  sesuai
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

a.

pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian
sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan
aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertiggal, dan Transmigrasi;
pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian
sistem informasi Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

pengembangan keterbukaan informasi
pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
pengadaan sarana/praarana teknologi informasi dan
komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

1) tower untuk jaringan internet;

2) pengadaan komputer;

3) Smartphone; dan

4) Langganan internet.

Pengembangan Desa wisata

a.

g. 0

pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar
budaya dan berbasis digital;

pelatihan pengelolaan Desa wisata;

pengelolaan Desa wisata;

kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa
wisata; dan

kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

Penguatan ketahanan pangan

a.

Qo

pengembagan usaha  pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk
ketahanan pangan;

pembangunan lumbung pangan Desa;

pengolahan pasca panen; dan

kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

Pencegahan stunting di Desa
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a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan
stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi
digital elektronic-Human Development Worker (e-
HDW);

b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan
Manusia (KPM);
kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia
(PAUD);

c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan
stunting melalui rumah Desa sehat;

d. memberikan layanan peningkatan layanan
kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak
melalui kegiatan:

1) kesehatan ibu dan anak;

2) konseling gizi;

3) air bersih dan sanitasi;

4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes
ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap
jaminan kesehatan dan administrasi
kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk
pencegahan perkawinan anak; dan

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan
tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang,
Kolam, Kebun (3K) dalam rangka penyediaan
makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu
hamil, balita dan anak sekolah.

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok
marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak,
lanjut usia, suku dan masyarakat adat
terpencil, penghayatkepercayaan, disabilitas,
kelompok masyarakat miskin, dan kelompok
rentan lainnya;

b. penyeleggaraan forum warga untuk
penyusunan usulan kelompok marginal dan
rentan;

c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok
marginal dan rentan;

d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan
lokal untuk membentuk kesalehan sosial di
Desa; dan

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa
inklusif yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

(8) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan
baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman Covid-19 diantaranya:
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(1)

(2)

3)

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan
baru:

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika
ke luar rumabh;

b) terdapat tempat cuci tangan dengan sabun
dan air mengalir yang siap pakai di setiap
tempat umum, antara lain di depan warung,
toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat
pelayanan umum seperti balai Desa,
poskesdes, dan lain-lain; dan

c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktifitas di
ruang umum dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika
dibutuhkan.

3) mempertahankan pos jaga Desa guna:

a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk
Desa;

b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan
warga yang keluar masuk Desa;

c¢) mendata dan memeriksa warga yang baru
datang dari rantau; dan

d) merekomendasikan warga Desa dari rantau
atau warga Desa yang kurang sehat untuk
karantina mandiri.

BAB VII
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 33
Lamp permendes 13 bab iii

Prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan
peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa.

Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa yang mengatur
mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul
dan Kewenagan dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undanga.

Apabila tidak memiliki Peraturan Bupati Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan
Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri ini.
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(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)
(11)

Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana
Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana
Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai
ketentuan  peraturan perundang-undangan tentang
pengadaan barang dan jasa di Desa.

Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa
misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa,
pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang
didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh
Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang
dikerjakan oleh pihak ketiga.

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan
dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

Pekerja  diprioritaskan bagi penganggur, setengah
penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota
keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal
lainnya;

Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% lima puluh
perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan
menggunakan pola PKTD;

Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk
menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi:
menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu
pekerja dengan pekerja lainnya minimal 2 (dua) meter, dan
warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

(12) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi

antara lain:

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
1) pemanfatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman
pangan dan perkebunan;
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk
penanaman sayuran dan lain-lain; dan
3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-
lahan perkebunan.

b. Restoran dan wisata Desa

1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama;

2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama; dan
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3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di
lokasi-lokasi wisata.

c. perdagangan logistik pangan

1) pemeliharaan bangunan pasar;

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama berperan sebagai aggregator
untuk membeli komoditas Desa untuk dijual
kembali di pasar yang lebih luas;

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama memberikan talangan kepada
petani dan pengusaha kecil untuk melakukan
produksi yang menguntungkan di Desa.

d. perikanan

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan
tempat penjualan ikan lainnya yng dikelola badan
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama.

e. peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milikn Desa
bersama;

2) penggemukan ternak dengan sistem bagi hasil yang
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau bdan
usaha milik Desa bersama; dan

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama dan peternak
dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk
organik.

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;,

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama; dan

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian
dibayar melalui Dana Desa.

Pasal 34

(1) Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas

Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian
masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan
yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat
Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
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(2)

(1)

(2)

(3)

b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus
lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya
Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus
dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan
sumberdaya yang ada di Desa,;

d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus
dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi
mendatang; dan

e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus
dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

f. penetapan Prioritas Penggunaan Dana  Desa
dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk
menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganati
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka meghadapi ancaman yang
mmembahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang,
maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa
dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Pasal 35
Pmk 222/20 ps 41

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa
untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi
dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat telah terpenubhi.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDes.

Pasal 36
Lamp. Peremndes 13/20 hrf F

Tahapan Perencanaan Pembangunan Dana Desa:

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
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(1)

(1)

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat
Desa hal-hal sebagai berikut:

a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya
pembangunan Desa;

b. dokumen RPJMDesa;
program/proyek masuk Desa;

d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan
pembangunan Desa; dan

e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk
pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional,
dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung
SDGs Desa.

Musyawarah dusun/kelompok

a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan
Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan
oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.

b. tim penyusun RPJMDesa atau tim penyusun RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk
mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan
kegiatan yang diprioritasan untuk didanai dengan Dana
Desa; dan

d. hasil musyawarah dusun/ ‘kelompok menjadi usulan warga
dalam musyawarah Desa.

Musyawarah Desa

a. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan
disepakati dalam Musyawarah Desa;

b. berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB
Desa.

BAB VIII
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Pasal 37
Lamp Permendes 13 bab iv

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh
Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik
yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara
swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta
masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat
dilakukan melalui:

a. baliho;
b. papan informasi Desa;
c. media elektronik;
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

media cetak;

media sosial;

website Desa;

selebaran (leaflet);

pengeras suara di ruang publik; dan
media lainnya sesuai kondisi di Desa.

- NS

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan
meggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet dapat
melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa
secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping
Profesional.

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui
Kementerian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem
informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.

Pasal 38 mulok

Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan
laporan akhir peaksanaan Dana Desa, yang meliputi:

a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian
hasil akhir penggunaan Dana Desa.

Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pendahuluan;

b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan masyarakat Desa;

c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;

d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan

e. Penutup.

Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada
Bupati, cq. Kepala DISPERMADES, dengan tembusan
Kepada BPKPAD dan Camat.

Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir
oleh Camat.
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(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 39
Lampiran Permendes 13 bab v

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan
Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan
digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa
yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara
berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada“
Desa melalui mekanisme online.

Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik
kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah, dan
Pemerintah Pusat secara online.

Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini
dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD
melalui RKUD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 40
Pmk 222/20 ps 52
(1) Bupati membentuk Tim Pemantauan, Pembinaan,

(2)

3)

(4)

Monitoring dan Evaluasi atas penggunaan Dana Desa di
tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. Sisa Dana Desa di RKD; dan
b. Capaian keluaran Dana Desa.

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana
Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai
sisa Dana Desa di RKD.

Bupati melakukan pematauan dan evaluasi atas capaian
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam
laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN).
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(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal
Pemerintah daerah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 41
Pmk 222/20 ps 48,49

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

a. penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana

Desa setiap Desa, meliputi:

1. Data jumlah Desa;

2. Kesesuaian Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi
Kinerja dengan tabel referensi dalam aplikasi Online
Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN);dan

3. Alokasi Formula berdasarkan sumber data dari
instansi Pemerinntah dan/atau Pemerintah Daerah;
dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa.

Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa,
dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan
penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa oleh Daerah kabupaten sebagaiman dimaksud
pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana
Khusus Fisik dan Dana Desa meminta bupati untuk
melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

BAB X
SANKSI

Pasal 42
Pmk 222/20 ps 53
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana

Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran
berikutnya, dalam hal terdapat permasalahn Desa, berupa:

a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa
dan ditetapkan sebagai tersanga; atau
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(@)

(3)

(4)

(5)

6)

(7

(1)

(2)

b. Desa mengalamai permaalahan administrasi dan/atau
ketidakjelasan status hukum.

Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
bupati menyampaikan surat permohonan penghentian
penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kementerian Keuangan  c.q. Direktorat  Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghentian
penyaluran Dana Desa, berdasarkan:

a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3); atau

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait
atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat
permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
4) huruf a  atau surat rekomendasi  dari
kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa
tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

Dalam ha surat permohonan dari bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa
tahap Il atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus
Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan,
penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran, penyauran
Dana Desa untuk tahun berikutnya dihentikan.

Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur
Jederal Perimbangan keuangan kepada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau
kementerian/lemaga terkait.

Pasal 43
Pmk 222/20 ps 54

Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), tidak dapat disalurkan
kembali kembali ke RKD.

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) huruf a, berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran
berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana
Desa.
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(3)

(4)

)

©)

(7)

(1)

(2)

)

Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima  surat
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan.

surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan
setelah terdaat pencabutan status hukum tersangka,
pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan
pengadilan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebgaiman
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, dilaksanakan
setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni
tahun anggaran berjalan.

Dalam hal surat permhonan sebagaimana diaksud pada
ayat (3) atau surat rekomendasi sbegaimana dimaksud
pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun
anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa
tersebut telah dialokasikan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan .
surat permohonan dri bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan suart
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga
terkait.

Pasal 44
Pmk 222/20 ps 55

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50%
(ima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat
(1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
setiap tahapan.

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
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(4)

(5)

(1)

(2)

3)

(4)

yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 45
Pmk 222/20 ps 55

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50%
(ima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang memenubhi kriteria.

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran
Dana Desa tahap Il pada Tahun Anggaran 2022.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Penatausahaan Dana Desa menggunakan Aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM
SPAN).
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang
Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 70 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal’

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN NOMOR
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